
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.88, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tata Cara. 
Deforestasi. Pengurangan. Emosi. 

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
Nomor: P.30/Menhut-II/2009  /Menhut-II/2009 

TENTANG 
TATA CARA PENGURANGAN EMISI  

DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD)  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Konferensi  Negara 
Pihak (Parties) Konvensi Perubahan Iklim ke-13, Departemen 
Kehutanan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan 
kegiatan pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengurangan 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD); 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu 
untuk menetapkan Tata Cara Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3557); 
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2. Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan 
Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention 
On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

12. Undang-undang No. 36/2008 tentang Perubahan keempat atas 
UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4814); 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 
tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan 
Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan; 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan 
Nomor P.64/Menhut-II/2008. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

CARA   PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN 
DEGRADASI HUTAN (REDD).   

BAB I  
PENGERTIAN  

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 
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2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 
tanah.  

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 
atas tanah. 

5. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat. 

6. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 
untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak. 

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya. 

10. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi 
tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. 

11. Degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon 
selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia 

12. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya 
disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka 
pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan 
stok karbon  yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung 
pembangunan nasional yang berkelanjutan 

13. Referensi Emisi adalah tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan 
degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan 
berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan di masa datang.  

14. Perdagangan karbon REDD adalah kegiatan perdagangan jasa yang berasal 
dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan. 



2009, No.88 5

15. Lembaga Penilai Independen adalah lembaga yang berhak melaksanakan 
verifikasi laporan hasil kegiatan REDD. 

16. Komisi REDD adalah Komisi yang dibentuk oleh Menteri dan bertugas 
dalam pengurusan pelaksanaan REDD.  

17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.  
18. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
19. Registrasi Nasional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai tugas 

melakukan pencatatan atas semua kegiatan REDD.  
20. Entitas nasional adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan 

pada Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Negara dan Pemilik atau Pengelola 
Hutan Hak 

21. Entitas internasional adalah mitra penyandang dana untuk pelaksanaan 
REDD. 

22. Focal Point adalah wakil negara yang ditugaskan untuk berkomunikasi 
dengan Sekretariat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Perubahan Iklim 

23. Sertifikat REDD adalah suatu bentuk dokumen pengakuan tentang 
pengurangan  emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD 
yang diberikan kepada pelaku REDD  

24. Insentif merupakan manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa 
dukungan finansial dan atau  transfer teknologi dan atau peningkatan 
kapasitas.  

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 
(1) Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi emisi 

dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola 
kehutanan. 

(2) Tujuan dari kegiatan REDD adalah untuk menekan terjadinya deforestasi 
dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan 
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
 


